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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/PMK.02/2013
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN

Menimbang

BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

.oa.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan
menetapkan alokasi dana pengeluaran Bendahara
Umum Negara tertentu pada tahun anggaran berjalan
terhadap alokasi dana yang belum dapat ditetapkan
pada saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

bahwa dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara terdapat Bagian Anggaran Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08), vyang alokasi
anggarannya dilakukan pada tahun anggaran
berjalan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08),
perlu mengatur tata cara penggunaan anggaran
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Mengingat

Bagian Anggaran Bendahara Umum  Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5426);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);
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7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2013;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 29/PMK.02/2013;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012
tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi,
Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Bendahara Umum Negara,;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola
Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga,;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan
Rencana Kerja Dan  Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA
LAINNYA (BA 999.08).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara
umum negara.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut
BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam
Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA-K/L).

BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang selanjutnya
disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung
belanja pemerintah pusat untuk keperluan cadangan belanja pegawai,
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